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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Putusan 

1. Profil Responden 

Gambaran umum responden digunakan untuk mengetahui 

karateristik dari responden. Pada sub berikut ini Penelitian ini melibatkan 

12 Putusan dengan responden berjumlah 24 responden, dalam penelitian 

ini akan dikelompokkan di mulai dari usia responden, usia  masa 

perkawinan responden, jumlah anak serta pendidikan.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan variasi 

usia  pada responden yang berkisar pada usia 24- 58  Tahun  yang masih 

dikategorikan  pada usia yang produktif yang mampu menghasilkan 

berbagai pendapatan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel berikut : 

Tabel 4.1 

Usia Responden 

No Usia Frekuensi Presentase 

1. 15-25 6 25% 

2. 26-35 5 20,8% 

3. 36-45 9 37,5% 

4. 46 ke atas 4 16,6% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: Data Olahan Tahun 2022 

Dari tabel diatas jelas bahwa perempuan yang bercerai banyak pada 

usia Produktif yaitu  pada usia 26 Tahun- 35  Tahun dengan jumlah Subjek 

sekitar 20,8% persentase  dari  10 responden  yang menjadi subjek dalam 

penelitian. Secara Psikologis pada usia tersebut tergolong sudah memiliki 
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pemikiran yang sudah matang dan dewasa, serta memiliki kematangan 

dalam karir, disamping itu menurut masyarakat mereka yang dikategorikan 

memilik umur yang tergolong masih mudah mereka masih bisa mencari 

pasangan apabila telah bercerai. 

2. Pendidikan Responden 

Tinggi rendahnya suatu pendidikan akan berpengaruh dari cara 

berpikir seseorang, baik dalam berpikir dan baik dalam mengambil 

keputusan, maupun dalam mengatasi masalah, ego dan emosinya, maka 

tidak bisa dipungkiri  orang yang berpendidikan  memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjalani kehidupan, pendidikan yang dilihat 

bangku sekolah. 

Tabel 4.2 

Pendidikan Responden 

 

No Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 SD 4 16% 

2 SMP 3 12,5% 

3 SMA 13 54,1% 

4 DIPLOMA/S1 3 12,5% 

5 S2 1 4% 

6 S3 - - 

7  Tidak sekolah - - 

  Jumlah 24 100 

Sumber : Data olahan 2022 

Dari olahan dokumentasi yang diperoleh serta dilakukan maka 

ditemukan pendidikan responden dominan adalah  SMA dan S1,  Lulusan 

SMA  54,1%  13 dari 24 0rang responden, sementara yang S1 12,5%  atau 

3 dari 24 orang  dan untuk yang  smp 12,5%  atau 3 orang dari 24  orang 

responden, SD  16% atau  4 orang dari 24 responden, dan yang tidak 
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sekolah tidak ada, dengan demikian responden termasuk orang-orang yang 

memiliki pendidikan yaitu sebanyak 17  orang dari 24 responden. 

3. Usia Perkawinan  

Lamanya suatu hubungan pernikahan yang dijalani menentukan 

pemahaman baik kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, dari 

usia perkawinan didata sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Responden berdasarkan Usia Perkawinan 

 

No Usia Perkawinan Frekuensi Presentase 

1 0-5 20 83% 

2 6-10 4 16% 

3 11-15 - - 

4 16-20 - - 

5 20-ke atas - - 

Jumlah 24 100 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2022 

Dari tabel diatas  dilihat bahwa usia perkawinan  yang 

mengdominasi dan mengakhiri perkawinan adalah:  0-5  sebanyak 83%  20 

dari 24 responden penelitian, dan 6-10 sebanyak  16%  4 dari 24 

responden,  Namun responden yang mengakiri pernikahan di usia yang 

cukup lama  antara 11- 15 tidak ada,  selanjutnya responden dengan 20 

keatas tidak ada. 

4. Pekerjaan Suami  

Seorang suami adalah sebagai tulang punggung dalam melaksanakan 

kewajibannya dalam memenuhi nafkah, pendapatan suami akan 

berpengaruh terhadap keharmonisasi dalam hubungan rumah tangga. Dari 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.4 

Status Pekerjaan Suami 

No Pekerjaan Frekuensi Presentase 

1 Swasta 2 14 % 

2 PNS - - 

3 Pedagang 2 14% 

6 Buruh harian 8 57% 

7 Karyawan bank  1 7% 

8 Polisi 1 7% 

Jumlah 14 100 

Sumber : Data Olahan 2022 

Dari Tabel yang diatas bahwa dapat kita lihat 57% atau sekitar 8  

dari16 responden bahwa suami bekerja  sebagai buruh harian dan suami 

yang bekerja sebagai  sebagai swasta 14% atau  2 dari 22 responden dan 

suami yang bekerja sebagai pedangang 14% atau 22 dan suami yang 

bekerja beprofesi polisi 7% atau 1 dari 23 responden dan Karyawan bank 

7% atau dari 1 dari 23 responden. 

Dari data diatas secara umum suami  yang berpenghasilan dan istri 

yang memiliki penghasilan dan istri juga memiliki penghasilan juga dalam 

berkerja, dengan hal tersebut maka dapat menciptakan keutuhan rumah 

tangga yang harmonis. artinya perceraian dipicu karena suami tidak 

bekerja. 

5. Pekerjaan Isteri 

Pekerjaan istri dapat membantu dan meringankan dalam 

perekonomian keluarga. dari hasil dari penelitian ini yang dilakukan 

penulis dapat dilihat pada tabel kebawah : 



 

 

85 

Tabel 4.5  

Status Pekerjaan Istri 

No Pekerjaan Frekuensi Presentase 

1 Swasta 1 8% 

2 PNS - - 

3 Pedagang 2 16% 

4 Ibu Rumah Tangga 7 58% 

5 Honor 2 16% 

Jumlah 12 100 

Sumber : Data Olahan Lapangan 2022 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa 58% atau 7 dari 17 responden 

yang mengajukan cerai gugat bekerja sebagai  ibu rumah tangga, 

selebihnya honor dan pedagang  16% sekitar 2 dari 24, pada perempuan 

yang bekerja sebagai honor atau pedagang, artinya secara ekonomi 

perempuan tersebut  juga harus  dapat membantu meringankan beban 

perekonomian keluarga, pendapatan merupakan hal yang paling penting 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari 

maupun memenuhi pemenuhan biaya pendidikan anak yang semakin tahun 

semakin mahal, serta biaya untuk berobat dan biaya lain-lainnya. Dari hal 

tersebut seorang istri menjadi menuntut kepada suami untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga tidak terpenuhinya nafkah maka menyebabkan 

perselisihan dan pertengkaran yang berujung perceraian. Sesuai dengan 

penelitian mengenai Cerai gugat karena nafkah. 

6. Jumlah Anak  

Jumlah anak sangat berpengaruh dalam pemenuhan dari segi materil 

yang dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan si anak serta kebubuhan 

lain-lainnya, kebutuhan tersebut akan menjadi beban bagi pihak 
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perempuan (janda)  yang menjadi dua peran, sebagai suami dan sebagai 

istri dalam penompang hidup sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi 

dengan bekerja. Sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Jumlah Anak 

No Anak Frekuensi Presentase 

1 Tidak ada - - 

2 1-2 5 45% 

3 3-4 5 45% 

  5-ke atas 1 9% 

Jumlah 11 100 

Sumber : Data Olahan Lapangan 2022 

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak 1-2 orang 

adalah yaitu 45%  atau 5 dari 19 dari 24 responden. Dan 3-4  orang  

45%  dari 11. Maka jelas bahwa responden telah menerapkan tentang 

pogram pemerintah  tentang keluarga berencana.  

 

B. Analisis perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi 

pemicu cerai gugat di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2019-2020  

Bedasarkan berkas yang diterimah Pengadilan Agama Bangkinang 

kelas I B Tahun 2019-2020. di Pengadilan Agama Bangkinang kelas I B 

Tahun 2019 sebanyak 135 kasus, dan pada Tahun 2020 kasus cerai gugat 

sebanyak 154 perkara cerai gugat. Bedasarkan kasus yang telah diajukan 

putusan yang tidak dikabulkan dan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap (Inkracht) berjumlah 18, berhasil bagian  berjumlah 11 dan  tidak 

berhasil 106, kemudian pada tahun 2020 jumlah perkara yang dilakukan 
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mediasi berjumlah 154, yang berhasil seluruhnya berjumlah 8 putusan, 

berhasil sebagian berjumlah 3 putusan, dan yang tidak berhasil berjumlah 143 

putusan. 

Berkas putusan cerai gugat yang di putus oleh pengadilan agama 

Bangkinang terdapat alasan serta penyebab diperbolehkan untuk bercerai di 

Pengadilan Agama Bangkinang, penulis menguraikan dapat yang diperoleh 

dari Pengadilan Agama sebagai berikut : 

1. Di dalam  Putusan nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu Tergugat malas 

bekerja, dan sering bertengkar karena faktor ekonomi yang kurang 

mencukupi sehingga sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara 

terus menerus yang dipicu masalah ekonomi. 

2. Didalam Putusan nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu  tergugat tidak 

pernah memberikan nafkah yang layak, dan tidak pernah transparan dalam 

masalah keuangan, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, 

tergugat suka berhutang dan tidak bertanggungjawab dengan hutangnya 

sehingga penggugat menanggung serta membayarkan hutang tersebut. 

3. Didalam Putusan nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Bkn yaitu tergugat kurang 

mencukupi kebutuhan sehari hari sehingga menyebakan perselisihan dan 

pertengkaran antara keduanya yang disebabkan  faktor ekonomi , serta 

tergugat suka menuduh penggugat berselingkuh dengan pria lain tanpa 

adanya bukti. 

4. Didalam Putusan nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bkn yaitu tergugat 

memberikan nafkah terhadap keluarga tidak pernah mencukupi dan selalu 
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kurang sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari 

bekerja dan dibantu kakak kandung penggugat. 

5. Didalam putusan nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkn  yaitu tergugat malas 

bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi kurang tercukupi, 

tergugat seorang yang cuek dan tidak peduli kepada penggugat dan anak 

dalam rumah tangga,dan suka pulang larut malam dan pulang sesuka 

hatinya, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara 

keduanya, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

sehari hari. 

6. Di dalam putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Bkn yaitu tergugat 

melalaikan kewajibannya, meninggalkan penggugat tanpa memberi kabar, 

tergugat ketahuan selingkuh dan menikah lagi sehingga menyebabkan 

perselisihan dan pertengkaran karena berselingkuh membuat penggugat 

tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga. 

7. Didalam putusan Nomor 1057/Pdt.G/2019.Bkn yaitu tergugat yang kurang 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, disamping itu tergugat malas berkerja 

dan sering bangun tinggi hari, sehingga terpaksa tergugat bekerja menjadi 

tulang punggung keluarga 

8. Didalam putusan Nomor 1801/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu tergugat tidak 

peduli dengan penggugat, melalaikan kewajibannya sebagai suami, sering 

pulang larut malam, tergugat keras kepala, ingin menang sendiri serta 

tidak mau menerima saran dan masukan dari orang lain 
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9. Didalam putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu tergugat seorang 

yang cuek dan tidak peduli  kepada penggugat, tergugat melalaikan dan 

tidak tanggung jawab setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, 

sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran 

selalu berkata kasar dan memukul penggugat. 

10.  Didalam Putusan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu tergugat kurang 

bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, tergugat 

malas bekerja sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

11. Didalam Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu faktor ekonomi 

rumah tangga yang kurang mencukupi kebutuhan sehari hari, tergugat 

malas bekerja, sehingga terpaksa penggugat bekerja untuk membantu 

keluarganya. 

12. Didalam Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bkn yaitu tergugat tidak 

peduli dengan penggugat, sering pergi tanpa sepengetahuan penggugat, 

selalu kurang memberikan nafkah memberikan nafkah sehingga penggugat 

harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. 

Bedasarkan beberapa berkas putusan yang penulis menyimpulkan 

Pengadilan telah menerima serta memutuskan beberapa putusan diatas yang 

telah memenuhi alasan yang menyebabkan diperbolehkannya cerai gugat 

tersebut 

1. Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

2. Putusan Nomor 1801/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

3. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Bkn 
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4. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

5. Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

6. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

7. Putusan nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

8. Putusan nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

9. Putusan nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

10. Putusan nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

11. Putusan nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

12. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

Hakim dalam memutuskan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara cerai gugat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara 

putusan sebagai berikut : 

1. Perkara nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Menimbang, bahwa tujuan dari Gugatan Pemohon/Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas; 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan. Penggugat dan tergugat melakukan proses mediasi bersama  

di sidang pertama yang telah ditetapkan antara penggugat dan tergugat  

hadir di persidangan, namun mediasi tidak berhasil. 

 Bahwa pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas  panggilan 
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yang di bacaan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tergugat 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu terhadap gugatan 

penggugat, tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena 

tergugat tidak pernah hadir maka untuk itu penggugat membuktikan dalil-

dalil gugatan, dengan alat bukti serta  2 orang saksi yang disebutkan 

bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat tergugat yang telah 

disampaikan bedasarkan fakta.  

Pada pertimbangan tersebut para hakim harus berpegang teguh pada 

dasar dasar hukum yang berlaku yang berkekuatan hukum tetap 

bedasarkan dasar dari pertimbangan hakim dari dalil-dalil atau Undang-

undang berlaku. 

Menimbang bahwa bedasarkan fakta-fakta tersebut dapat 

disimpulkan bahwa fakta hukum sebagai berikut : 

a. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah 

b. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena 

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat  

c. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk 

hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga  

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta tersebut telah sesuai 

dengan fakta-fakta telah sesuai bedasarkan fakta-fakta hukum ketentuan 

pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf f kompilasi hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara Penggugat dan 

tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi  dalam rumah tangga, 
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karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan 

tergugat sudah berpisah pergi dari kediaman bersama; 

Pertimbangan perkara Nomor 1057/Pdt.G/2019/PA.Bkn tidak hanya 

pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 

tahun 2019  tentang perkawinan tetapi juga hakim perlu mengemukakan 

ketentuan hukum Islam di dalam Kitab  At-Tolak Fi Syari‟atil Islamiyah 

Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya  diambil alih sebagai pendapat 

majelis berbunyi : “bahwa sebab-sebab diperbolehkan perceraian adalah 

hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan 

akhlak dan timbulnya rasa benci diantara suami-istri yang mengakibatkan 

tidak adanya kesanggupan untuk mengegakkan hukum-hukum allah swt” 

Menimbang, bedasarkan dari penjelasan diatas  maka majelis hakim  

berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka dengan tujuan 

menghidarkan para pihak dari kemelut permasalahan dalam rumah tangga 

yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan 

Penggugat dan tergugat apabila dipertahankan, sedangkan kemudharatan 

harus disingkirkan. 

Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi : 

رَرُ يزَُالُ   الَضَّ
Artinya : Kemudharatan harus disingkirkan. 

Menimbang,  bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka secara 

sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan 

pertengkaran yang sulit diwujudkan  dalam rumah tangga yang penuh 
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dengan rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan 

suami istri, justru sebaliknya mempertahankan setiap pasangan suami isteri 

justru sebaliknya mempertahankan perkawinan itu. 

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dengan meneruskan rumah 

tangga  yang tidak  harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau 

bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) maka hal 

tersebut merupakan suatu bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga 

penggugat dan tergugat, maka sepatutnya kemudhorotan itu dihilangkan. 

Menimbang, bahwa bedasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) 

perarturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan Jo. Pasal  

134 Kompilasi hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-

sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga 

serta orang-orang terdekat dengan suami isteri. Maka perceraian dapat 

diterima untuk dipertimbangkan. 

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

majelis menyimpulkan harus dinyatakan tergugat tidak hadir sesuai 

dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, 

dengan alasan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat 

tersebut memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f penjelasan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum 

Islam, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan 
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Penggugat pada petitum angka (2) dalam surat gugatannya dapat 

dikabulkan dengan verstek. 

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima 

oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas petitum penggugat pada 

poin pertama, majelis hakim mengabulkan secara verstek; 

Majelis hakim memutuskan : 

a. Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan 

tetapi tidak hadir 

b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek 

c. Menjatuhkan talak bain sugro tergugat berinisial (A) terhadap 

penggugat (Y)  

d. Membebankan biaya kepada penggugat  

Menurut peneliti bahwa pada putusan perkara cerai gugat sudah 

sesuai dengan prosedur serta dengan tata cara penyelesaiannya bedasarkan 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 walaupun tergugat tidak dapat 

dimintai keterangan pada persidangan dikarenakan tergugat tidak hadir 

pada persidangan tetapi hakim sudah berupaya dan berusaha menasehi 

agar tidak perceraian tersebut tidak terjadi, tetapi penggugat tetap pada 

prinsip pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat. 

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkara 

1057/Pdt.G/2019/PA. sudah tepat dikarenakan dalam pernikahan mereka 

tidak mempunyai tujuam yang sesuai dengan Q.S Ar-rum ayat 21 dan 
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dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dikarenakan 

terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus  yang 

disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, 

saksi tahu karena ada 10 kali melihat pertengkaran yang terjadi antara 

penggugat dan tergugat yang menjadi penyebabnya tergugat malas 

bekerja, tidak mau membantu penggugat, keterangan kedua saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materi saksi. 

Rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi norma 

hukum Islam yang tertuang dalam Kitab Fiqih As-Sunah, Jilid II halaman 

248,  “jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau 

dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk tidak 

langgengnya rumah tangga antara keduanya, disamping itu hakim juga 

sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan 

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (suqhra)” 

Peneliti menilai bahwa putusan hakim  cerai gugat sudah  sesuai 

dengan ketentuan yang ada di Undang-undang dan putusan dijatuhkan 

dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran tergugat. 

2. Perkara Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 
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Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat 

telah hadir untuk menempuh jalan mediasi, namun sesuai laporan ternyata 

mediasi tidak berhasil. Walaupun majelis hakim telah berusaha dan 

berupaya mendamaikan tetapi penggugat tetap berusaha untuk bercerai. 

Bahwa pertimbangan hakim harus sesuai dengan dasar-dasar hukum 

yang berlaku sesuai dengan fakta, dasar pertimbangan hakim bedasarkan 

dalil-dalil dan hukum berlaku. 

 Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan dari Pemohon mengajukan 

gugatan nya dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara 

terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak 

tercukupi sehingga  penggugat harus bekerja untuk mencari tambahan 

keuangan keluarga serta dibantu oleh abang kandunya, serta penggugat 

sering berkata kasar yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang 

suami. Walaupun tergugat tidak membenarkan  gugatan dari dari 

penggugat keduanya tetap hadir dipersidangan. 

 Bahwa bedasarkan dalil-dalil alasan, maka penggugat mohon 

kepada Pengadilan Agama Bangkinang/anggota memeriksa dan mengadili 

perkara ini dengan memanggil para pihak dan selanjutnya putusan yang 

ammar nya berbunyi : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 

b. Menjatuhkan talak  kesatu Bain Shugra ke termohon terhadap ke 

pemohon; 
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c. Memberikan izin kepada penggugat untuk berpekara secara prodeo 

d. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 

negara. 

Meskipun dalam mediasi tidak berhasil, namun majelis tetap 

berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun 

membina rumah tangga namun tidak berhasil. Serta untuk menguatkan 

dalil-dalil pada gugatannya penggugat juga mengajukan alat bukti serta 2 

orang saksi. 

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian tidak berhasil maka 

diperiksa pokok dalam perkara sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah  dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 

Menimbang bahwa bedasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat 

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

a. Bahwa penggugat dan penggugat adalah suami isteri yang sah yang 

telah menikah pada tanggal 18 Desember 2013 di KUA kampar kiri 

b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena 

sering  terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk 

diturunkan lagi 

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu tentunya sudah tidak 

dapat diharapkan untuk meretralisir tujuan perkawinan yaitu membentuk 
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rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sesuai maksud pada pasal 1 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan 

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud 

Pasal 3 kompilasi hukum Islam, bahkan rumah tangga yang seperti itu 

tidak dapat lagi menjalankan  hak dan kewajibannya. 

  Rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi 

norma hukum Islam yang tertuang dalam Kitab Fiqih As-Sunah, Jilid II 

halaman 248,  “jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti 

atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk 

tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, disamping itu hakim 

juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan 

ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (suqhra)” 

Menurut peneliti proses penyelesaiannya pada perkara gugatan sudah 

bedasarkan tata cara penyelesaian cerai gugat yang diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan pemerintah dan dapat dimintai keterangan sesuai 

proses persidangan. 

Menimbang, bahwa semua pasal dalam peraturan perundang-

undangan ini dan  hukum Islam dengan perkara ini 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak Bain Shuqrah tergugat (m) terhadap penggugat (s) 

c. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA pengadilan 

Agama. 
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Peneliti menilai bahwa putusan hakim  cerai gugat sudah  sesuai 

dengan ketentuan yang ada di Undang-undang dan putusan dijatuhkan  

secara Dipa. 

3. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 

  Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara penggugat dan 

berselingkuh dengan laki-laki tanpa alat bukti, sehingga penggugat 

berusaha menjelaskan kalau tuduhan tersebut tidak benar, tetapi tergugat 

tidak percaya, sehingga berakhir dengan terjadinya pertengkaran dan 

perselisihan secara terus menerus. 

Bahwa bedasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua 

pengadilan Agama Bangkinang c/q majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan  : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 
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b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (R) terhadap penggugat 

(R) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Meskipun dalam putusan hakim telah memerintahkan antara 

penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi, tetapi tidak 

berhasil, meskipun tidak berhasil hakim tetap berusaha  mendamaikan 

penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, 

namun tidak berhasil. 

Serta untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatannya penggugat juga   

mengajukan alat bukti serta 2 orang saksi. Setelah menguatkan dalil 2 

orang saksi serta alat bukti, penggugat menyatakan menerima dan 

membenarkan  sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapan 

karena tidak pernah hadir. 

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang 

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kasih sayang seperti yang 

diharapkan setiap suami isteri. 

Bedasarkan bahwa bedasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam apabila cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan 

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan 

isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangan. 
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Menimbang setelah majelis hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka petitum penggugat hakim dapat mengambulkannya. 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

Mengadili 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 

b. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughro tergugat (R) terhadap penggugat 

(R) 

c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 576.000 

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 

Peneliti menilai bahwa putusan hakim cerai gugat sudah  sesuai 

dengan ketentuan yang ada di Undang-undang, melihat putusan bahwa 

permasalahan yang terjadi terdapat kelemahan dipembuktian, sehingga 

menyebabkan penggugat tidak dapat membela diri atas tuduhannya.  

4. Putusan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 951/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 
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Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 951/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mau 

bekerja, tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari terpaksa Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, 

sehingga dengan dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya 

pertengkaran secara terus menerus. 

Bahwa bedasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua 

pengadilan Agama Bangkinang c/q majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan  yang amarnya berbunyi : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (D) terhadap penggugat 

(E) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, 

namun tidak berhasil.  

Pada sidang lanjutan  dengan agenda mendengarkan laporan dari 

mediator dan sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang menghadap 

meskipun dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilan 
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dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tidak disebabkan 

suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa  secara 

Contradiktoir. 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatannya penggugat  

mengajukan alat bukti serta saksi.  

Menimbang bedasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat 

bahwa fakta –fakta hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf 

F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam. yaitu rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak 

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat  berada dalam 

kondiri (broken marriage ) 

Menimbang mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa dengan 

yudisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang 

mengandung Abstaksi hukum tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa 

yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan 

pada keadaan, apabila bahwa telah retak dan sulit dipertahankan maka 

hakim yakin bertengkarnya kedua bela pihak yang menyebakan pecahnya 

rumah tangga mereka  

Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara penggugat  dan 
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tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, demikian 

alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tersebut memenuhi 

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-undang Nomor  1 

Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam . oleh karenanya 

majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat dalam surat gugatan 

dapat dikabulkan. 

Mengingat semua pasal padda peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam berkaitan dengan perkara ini : 

Mengadili 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 

b. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra tergugat (D) terhadap penggugat 

(E)  

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara 

sejumlah Rp: 426.000.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu 

rupiah ) 

5. Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 1051/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 
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Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat mengajak 

tergugat untuk hidup mandiri (pindah tempat tinggal dari rumah orang tua 

tergugat, tergugat sering pulang larut malam, tergugat sering berkata kasar 

dan tidak peduli sama penggugat melainkan lebih peduli dan perhatian 

kepada orangtuanya daripada penggugat sebagai seorang isteri. tergugat 

tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa 

Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan dengan 

keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus 

menerus. 

Bahwa bedasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua 

pengadilan Agama Bangkinang c/q majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan  yang amarnya berbunyi : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (A) terhadap penggugat 

(A) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, 

namun tidak berhasil. pada sidang lanjutan  dengan agenda mendengarkan 
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laporan dari mediator dan sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun dipanggil secara resmi dan patut yang relass 

panggilan dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tidak 

disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa  secara 

Contradiktoir. 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pada gugatannya penggugat  

mengajukan alat bukti serta saksi.  

Menimbang mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa dengan 

yudisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang 

mengandung Abstaksi hukum tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa 

yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan 

pada keadaan, apabila bahwa telah retak dan sulit dipertahankan maka 

hakim yakin bertengkarnya kedua bela pihak yang menyebakan pecahnya 

rumah tangga mereka 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 
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Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat 

b. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra tergugat (A) terhadap penggugat 

(A)  

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara 

sejumlah Rp:536.000.000 (Lima t ratus Tiga puluh enam ribu 

rupiah ). 

6. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Bkn  

Sebagaimana dalam putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat ketahuan menikah 
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lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak mau melanjutkan rumah 

tangganya, tergugat sering pulang larut malam. tergugat sering berkata 

kasar dan tidak peduli sama penggugat melainkan lebih peduli dan 

perhatian kepada orangtuanya daripada penggugat sebagai seorang isteri. 

tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

terpaksa Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan 

dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara 

terus menerus. 

Bahwa bedasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua 

pengadilan Agama Bangkinang c/q majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan  yang amarnya berbunyi : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (N) terhadap penggugat 

(S) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, 

namun tidak berhasil. pada sidang lanjutan  dengan agenda mendengarkan 

laporan pembacaan surat gugatan dan pembuktian. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 
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Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (N) terhadap penggugat 

(S) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

456.000,00 (empat ratus lima pulug enam ribu rupiah) 

7. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. dalam proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di 

Pengadilan Agama Bangkinang. 
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Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor ekonomi 

rumah tangga yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari , sehingga 

penggugat harus bekerja untuk rumah tangganya, tergugat sering pulang 

larut malam. tergugat sering berkata kasar dan tidak peduli sama 

penggugat melainkan lebih peduli dan perhatian kepada orangtuanya 

daripada penggugat sebagai seorang isteri. tergugat tidak bertanggung 

jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat menjadi 

tulang punggung keluarga, sehingga dengan dengan keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. 

Bahwa bedasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua 

pengadilan Agama Bangkinang c/q majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan  yang amarnya berbunyi : 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (Y) terhadap penggugat 

(R) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga, 
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namun tidak berhasil. pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan 

laporan pembacaan surat gugatan dan pembuktian. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (Y) terhadap penggugat 

(R) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) 
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8. Putusan 347/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di Pengadilan 

Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor ekonomi, 

tergugat selalu kurang sehingga penggugat yang harus memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat harus bekerja untuk rumah 

tangganya, tergugat sering pulang larut malam. tergugat sering berkata 

kasar dan tidak peduli sama penggugat melainkan lebih peduli dan 

perhatian kepada orangtuanya daripada penggugat sebagai seorang isteri. 

tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

terpaksa Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan 

dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara 

terus menerus. 
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Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (N) terhadap penggugat 

(S) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

413.000,00 (empat ratus tiga  belas ribu rupiah) kepada negara melalui 

DIPA Pengadilan Agama Bangkinang. 

9. Putusan 360/Pdt.G/2020/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 
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perkawinan. proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di Pengadilan 

Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor, tergugat 

selalu kurang sehingga penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-

hari sehingga penggugat harus bekerja untuk rumah tangganya, tergugat 

sering pulang larut malam. tergugat sering berkata kasar dan tidak peduli 

sama penggugat melainkan lebih peduli dan perhatian kepada orangtuanya 

daripada penggugat sebagai seorang isteri. tergugat tidak bertanggung 

jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat menjadi 

tulang punggung keluarga, sehingga dengan dengan keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 
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pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (A) terhadap penggugat 

(N) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya 

perkara596.000,00 (Lima ratus sembilan enam ribu rupiah) kepada 

negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangkinang. 

10. Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di Pengadilan 

Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 
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Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor ekonomi, 

tergugat selalu kurang sehingga penggugat yang harus memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat harus bekerja untuk rumah 

tangganya, tergugat sering pulang larut malam. tergugat sering berkata 

kasar dan tidak peduli sama penggugat melainkan lebih peduli dan 

perhatian kepada orangtuanya daripada penggugat sebagai seorang isteri. 

tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

terpaksa Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan 

dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara 

terus menerus. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 
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Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (A) terhadap penggugat 

(N) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

926.000,00 (Sembilan ratus dua  enam ribu rupiah)  

11. Putusan 949/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di Pengadilan 

Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 
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Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor, tergugat 

selalu kurang sehingga penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-

hari sehingga penggugat harus bekerja untuk rumah tangganya, tergugat 

sering pulang larut malam. tergugat sering berkata kasar dan tidak peduli 

sama penggugat melainkan lebih peduli dan perhatian kepada orangtuanya 

daripada penggugat sebagai seorang isteri. tergugat tidak bertanggung 

jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat menjadi 

tulang punggung keluarga, sehingga dengan dengan keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 
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a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (B) terhadap penggugat 

(E) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

949.000,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). 

12. Putusan Nomor  962/Pdt.G/2019/PA.Bkn 

Sebagaimana dalam putusan Nomor 942/Pdt.G/2019/PA.Bkn pada 

penyelesaiannya di Pengadilan agama berpedoman pada Peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-undang nomor 16 Tahun  2019 tentang 

perkawinan. proses penyelesaian cerai gugat yang diatur di Pengadilan 

Agama Bangkinang. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan. 

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir 

sendri menghadap persidangan, sedangkan tergugat telah hadir sendiri 

menghadap persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan 

Majelis Hakim  menyimpulkan bahwa pada putusan cerai gugat 

nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Bkn bahwa alasan perceraian karena terjadi 

Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat faktor, tergugat 

selalu kurang sehingga penggugat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-

hari sehingga penggugat harus bekerja untuk rumah tangganya, tergugat 

sering pulang larut malam. tergugat sering berkata kasar dan tidak peduli 

sama penggugat melainkan lebih peduli dan perhatian kepada orangtuanya 
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daripada penggugat sebagai seorang isteri. tergugat tidak bertanggung 

jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat menjadi 

tulang punggung keluarga, sehingga dengan dengan keadaan tersebut 

menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. 

Meskipun dilakukan mediasi tidak berhasil, majelis hakim berusaha 

mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya penggugat mengajukan alat-alat bukti dan saksi. 

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan meneruskan 

rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu 

pihak atau bahkan kedua bela pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm) 

maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah 

tangga penggugat dan tergugat. 

Menimbang bahwa setelah hakim mempertimbangkan seluruh 

petitum penggugat dan tidak ada petitum penggugat yang tidak diterima, 

maka atas petitum penggugat, majelis hakim dapat mengabulkannya 

mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

a. Mengabulkan gugatan penggugat  

b. Menjatuhkan talak kesatu bain shugra tergugat (A) terhadap penggugat 

(N) 

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan biaya perkara 

411.000, 00 (empat ratus sebelas ribu rupiah) . 
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C. Analisa Alasan Di Putusan 

1. Analisa Alasan Di Putusan 

a. Suami tidak mau memberi Nafkah  

Apabila suami tidak mau memberi nafkah pada isterinya, 

padahal dia mampu dan memiliki kekayaan yang nyata, maka menurut 

hanafiyah, hakim dapat menjual harta tersebut dan memberikan 

seperdelapan bagian untuk isterinya.  Jika harta kekayaannya tidak 

tampak sekalipun ia mampu. Maka hakim dapat memenjarakan 

sepanjang ada tuntutan dari isteri bedasarkan hadist nabi : 

بَعْ                          1مَطْلُ الْغَنِِّ ظلُْمٌ فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَ لْيَ ت ْ

Artinya:   “dari abu Hurairah, nabi Muhammad Saw bersabda : 

“Orang Kaya yang menunda (pembayaran yang menjadi 

kewajibannya adalah Kedzaliman, dan apabila seorang 

dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya 

hendaklah kalian ikuti” 
 

Kemudian dari amr b. al-sharid dari ayahnya dari rasulullah 

beliau bersabda : “orang kaya yang menunda (Pembayaran yang 

menjadi kewajibannya), maka halal untuk menghukum mereka” 

Namun jika hakim menilai suami  tersebut dalam kesulitan, maka 

dapat ditunda hingga ia lapang  ( Q.S al-baqarah 2 : 280 ) 

                      

         

                                                             
1
 Abu „abdillah Muhammad ibn Isma‟il al-bukhari, al-jami al shahi, al juz. III ( Cet. III 

Beirut : Dar Ibn Kasir, 1407 H/ 1987 M) hlm. 94 
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Artinya :  “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu , lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui.”
2
 

 

Demikian jika apabila sang suami memang tidak mampu. Maka 

ia tidak boleh  dipenjara karena ia tidak memberi nafkah bukan karena 

zalim, sehingga hukuman penjara tidak ada mamfaatnya. 

b. Suami tidak mampu memberi nafkah 

Menurut mayoritas ulama, nafkah tidak gugur karena 

ketidakmampuan suami memberi nafkah, tetapi secara otomatis. 

menjadi hutang yang harus dibayarnya saat ia mampu (QS. al baqarah 

[2]:280). Pendapat ini ditolak oleh Hanafiyah. Menurut kelompok ini, 

ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi hutang jika hakim 

menetapkannya sebagai hutang atau mereka (suami isteri) sepakat 

menganggapnya sebagai hutang Jika tidak, maka menjadi gugur 

dengan lewatnya waktu (kadaluarsa). Jika kurang dari satu bulan, 

nafkah tidak gugur. 

Oleh sebab itu, menurut Hanafiyah, keduanya tidak boleh 

dipisahkan, tetapi hakim dapat memutuskan yang dinilainya lebih 

maslahah. Berbeda dengan Hanafiyah, menurut Shifi'iyah dan 

Hanibilah, isteri dapat menuntut untuk men-fasakh pernikahan tersebut 

jika suami tidak mampu memberi nafkah dengan standar nafkah orang 

yang tidak mampu, berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Sa'id b. al-

                                                             
2
 Departemen Agama RI., Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-

qur‟an,  2019) hlm. 47 
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Musayyab tentang seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah 

pada isterinya, kemudian beliau  memerintahkan keduanya untuk 

dipisahkan. 

 Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. dinilai oleh 

Shifi'iyah dan Hanibilah sebagai kegagalan suami mempergauli isteri 

secara ma'ruf (patut). Jika suami impoten saja isteri dapat menuntut 

pisah, apalagi tidak bisa memberi nafkah. Ketidakmampuan suami 

memberi nafkah memiliki nilai mafsadah yang lebih besar ketimbang 

ketidakmampuan suami mengumpuli isteri. 

Berbeda dengan Milikiyah memiliki pandangan berbeda dengan 

jumhur Menurut mazhab ini, nafkah menjadi gugur jika suami tidak 

mampu dan tidak menjadi hutang baginya, sehingga ketika ia mampu, 

ia tidak wajib membayarnya,
3
 

Bedasarkan Qs. Al-Talaq surat ke 65 ayat 7 : 

                            

                     

   

 

Artinya  “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 

Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 

                                                             
3
 Ibid., hlm.245 
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kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan.”
4
 

 

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu 

memberikan nafkah, terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Namun 

apabila jika dia mampu. Maka wajib memberikan nafkah.  

Pada umumnya, perceraian dapat dipersulit dan hanya bisa 

dilakukan melalui sidang pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 38, 39, 40 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 113, 114, 115, 

116 Kompilasi Hukum islam. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan 

dapat Putus merupakan salah satu penyebab Putusnya perkawinan 

karena a. Pereraian b. kematian c. atas  Putusnya perkawinan.
5
 

Sementara didalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan, 

sebagaimana Pasal 115 dan 116 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan 

bahwa 
6
: 1) perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua bela pihak (2) untuk melakukan suatu perceraian 

harus ada cukup alasan suami isteri tidak dapat rukun sebagai suami 

isteri 
7
 

Bedasarkan penjelasan dari Panitera Fitra Dewi memberikan 

penjelasan 
8
bahwa Perkara Cerai Gugat yang diajukan dari pihak istri 

dikarenakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak 

                                                             
4
 Departemen Agama RI., Al-quran dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-

qur‟an,  2019) hlm.559 
5
 Wardah Nuroniyah, Kontruksi Ushul Fiqih Kompilasi hukum Islam, (Tangerang selatan 

: Cinta Buku Media 2016) h.116 
6
 Pasal 115 dan 116 Kompilasi hukum islam  

7
 Ibid., hlm. 117 

8
 Fitra dewi , Wawancara Panitera muda gugatan Pengadilan agama bangkinang 
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harmonis  dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali karena 

suami tidak mau memberi nafkah yang cukup kepada isterinya, karena 

tanggung jawab sebuah keluarga dapat memenuhi berupa Sandang, 

Pangan, Papan. Apabila kewajiban tersebut tidak terlaksana hingga 

menyebabkan suatu perceraian serta berupa alasan-alasan yang kuat 

sehingga pengadilan Agama Bangkinang menerima dan memproses 

keputusan oleh hakim. 

2. Analisis Alasan Tidak Memberi  

a. Lalai meninggalkan kewajiban 

Menjalani kehidupan bahtera rumah tangga pastinya ada pasang 

surut nya, terkadang ada suka dan duka, namun semua itu dapat 

terlewati ketika pasangan dalam menyelesaikan dengan pikiran jernih.  

Sebuah perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang mengikat janji 

suci untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Setelah akad nikah 

secara timbullah hak kewajiban antara pasangan suami dan isteri, salah 

satu kewajiban suami  adalah pemberian nafkah, pemenuhan nafkah 

lahiriyah dan batiniyah bagi keluarga akan menimbulkan tumbuhnya 

rasa kasih sayang di antara suami dan isteri dan anggota keluarga yang 

lain, perlu diketahui bahwa tidak sedikit rumah tangga yang hancur 

berantakan dikarenakan nafkah yang tidak terpenuhi. 

Kelalaian suami terhadap tanggung jawab dan kewajiban dapat 

menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap langgengnya 

sebuah rumah tangga dan hal itu dapat berupa gangguan bagi 

jasmaniah atau rohaniah bagi isteri. Seorang suami seorang suami 
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wajib memperlakukan isteri dengan baik, menghormati dan 

memperlakukan dengan cara yang wajar, bersikap lemah lembut dan 

menahan diri  dari hal hal yang tidak menyenangkannya. Bilamana 

suami melakukan hal yang demikian atau melakukan hal-hal yang 

dibenci oleh si isteri  dengan cara yang tidak wajar, bahkan melakukan 

sesuatu yang dapat melukai isteri seperti memukul sehingga 

menimbulkan penderitaan yang mendalam. Penderitaan si isteri yang 

ditimbulkan oleh si suami menimbukan goncangan jiwa, dan 

merupakan suatu penyakit yang parah.  

Seorang suami tidak boleh melalaikan kewajibannya, bilamana 

kewajiban ini dilalaikan akibatnya si isteri dapat berbuat seorang 

dibelakangnya. Tidak sedikit kasus yang timbul  seperti seorang suami 

lalai dalam melaksanakan kewajibannya seperti ekonomi, pemenuhan 

seksual kepada isterinya, padahal seorang isteri sangat membutuhkan 

hal tersebut. 

Bahwa diatas merupakan akibat-akibat yang timbul bilamana 

suami melalai kewajibannya terhadap isterinya untuk memberikan 

nafkah, baik nafkah lahiriyah maupun nafkah, baik nafkah lahiriyah 

maupun bathiniyah   memberikan dampak negatif  terhadap isteri 

tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap isterinya yang 

tentunya mempengaruhi si suami itu sendiri dan secara umum 

kehidupan rumah tangganya. 
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3. Analisis Tidak Memberi Nafkah   

Setelah dilakukannya akad nikah, maka timbullah Hak dan 

kewajiban dalam  Dalam berkeluarga, karena tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Kehidupan 

yang dijalani pastinya harus melaksanakan kewajiban serta Hak-hak bagi 

keduanya, hak bagi suami dan Hak bagi isteri,  kewajiban isteri  

mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga, dengan sebaik-

baiknya. Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir 

batin. Disamping kewajiban masing-masing, mereka dalam berumah 

tangga mempunyai kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling 

menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun bathin kepada sesama. 

Setiap keluarga pasti pernah mengalami yang namanya Konflik 

masalah yang sering terjadi disekeliling kita, ialah ekonomi.  Ekonomi 

merupakan masalah  yang bisa berujung  pada masalah yang lebih besar 

lagi, kita melihat  keluarga-keluarga disekeliling kita, mengamati 

permasalahan ekonomi keluarga yang hidup akan kekurangan atau bisa 

dibilang yang hidup dalam kemiskinan
9
  tidak mungkin  setiap keluarga 

yang tanpa ada masalah, karena masalah adalah bumbu kehidupan , semua 

orang pasti punya masalah maka persoalan ekonomi tidak bisa dilepakan 

dari roda kehidupan 

 

 

 

                                                             
9
 Sumarto, Poblematika Keluarga (kajian Teoritis dan Kasus), ( Jambi :  Penerbit Buku 

Literasiologi, 2019 ) hlm. 111 
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D. Perceraian dengan Perantara Pengadilan  

Istri yang tidak mendapatkan nafkah wajib disebebkan oleh suami 

seperti miskin atau enggan untuk memberikan, maka apabila suami memiliki 

harta yang jelas, atau harta itu berada dibawah tangan orang lain, lalu istri 

menegaskan dengan cara apapun , maka isteri tidak berhak untuk meminta 

cerai karena penyebab ini, isteri bisa mendapatkan haknya. 

Perceraian yang terjadi antara pihak suami dan pihak isteri bahwa talak 

adalah hak suami, suami berhak menjatuhkan secara langsung atau 

mewakilkan kepada pihak orang lain dengan perwakilan ataupun penguasaan, 

serta allah menjadi saksi yang bijak untuk kemaslahan isteri. Allah 

mensyariatkan hak untuk membebaskan diri dengan memberikan harta, 

apabila membenci suaminya, hatinya dipenuhi oleh rasa benci, serta 

menyadari kehidupan bersama suaminya tidak mungkin mendapatkan 

ketentraman serta keseimbangan bagi kedua bela pihak.
10

 

Bedasarkan ketentuan yang tidak dapat menghilangkan seluruh 

kesusahan isteri, karena suami tidak rela menerima tebusan, isteri yang tidak 

mampu memberi tebusan yang dimintai suami, sebagaimana kemudharatannya 

yang dirasakan oleh isteri dari kehidupan rumah tangga yang hanya sebatas 

kebencian terhadap suami, serta timbul permasalahan-permasalahan yang 

mendorongnya untuk meminta cerai maka syariat membuka pintu kebencian 

kepada isteri, meskipun suami tidak menceraikannya, syariat memberikan hak 

kepada isteri untuk mengadu kepada hakim agar menjatuhkan talak 

                                                             
10

 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga panduan membangun Keluarga Sakinah sesuai 

syariat, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2008) hlm.458 
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kepadanya, bahkan syariat mewajibkan hakim untuk mengabulkan keinginan 

apabila ditemukan sebab-sebab yang mendorong untuk menjatuhkan talak 

sesuai dengan yang dihendaki oleh pihak isteri, sedangkan suami tidak mau 

menceraikan isteri dengan jalan yang baik.  

1. Analisis tentang Putusan Hakim  

Bahwa dalam dalam Putusan Hakim harus  memberikan  keadilan 

atau memberikan sesuatu kepada orang menjadi haknya.  keadilan bukan 

keadilan menurut bunyi perkataan dalam Undang-undang, melainkan 

keadilan bedasarkan ketuhanan yang maha esa. Bedasarkan Pasal 4 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004  bahwa: 
11

“Peradilan dilakukan 

demi keadilan bedasarkan tuhan yang maha esa” 

Menyadari keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah 

bedasarkan ketuhanan yang maha esa maka setiap putusan sang hakim 

tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata melainkan harus 

sesuai dengan hati nurani yang tulus, dengan kata lain, dalam setiap 

putusan, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi 

mencari keuntungan materil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi 

penguasa, serta menguntungkan kaum, secara politik maupun secara 

ekonomi.  

Al-qur‟an dalam surat An-nisa ayat 135 : 

                                                             
11

 Pasal  4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
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                      

                          

                        

    

Artinya :  “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan” 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa allah memerintahkan  untuk 

berbuat adil terhadap terhadap semua manusia, serta jadilah kamu secara  

keseluruhan, menjadi saksi karena allah, tanpa adanya diskriminasi, 

walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang-orang yang dekat 

sekalipun, seperti ibu bapak dan kaum kerabatmu, jangan jadikan hal itu 

sebagai penghalang bagimu untuk berbuat adil. Jika  terdakwa , kaya 

jangan terpengaruh kekayaannya. Atau ia miskin janganlah merasa iba 

dengan kemiskinannya, maka allah lebih tau kemaslahatan atau 

kebaikannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu 

memberi keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang benar, karena 

ingin menyimpang dari kebenaran . dan jika kamu memutarbalikkan kata-

kata dan fakta  yang benar atau enggan menjadi saksi  yang benar untuk 

menyatakan kebenaran  dan menegakkan. Maka ketahuilah allah maha 
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teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan dalam setipa keputusan  

yang kamu ambil dan setiap kesaksian yang kamu berikan. 

Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah 

SWT. Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala 

sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan. 

karena itu, berbuat adil kepada apa pun dan siapa pun merupakan 

keharusan bagi siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada 

apa pun dan siapa pun.
12

   

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah 

ditentukan oleh Allah sendiri. karena tidak mungkin manusia mengetahui 

keadilan itu secara benar dan tepat. keimanan mendahului pengertian, 

karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. 

melihat sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang 

teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh 

para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga 

negara.
13

 

Hakim melihat dari alasan Perceraian yang terjadi kebanyakan 30% 

alasan Peceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang 

dikarenakan ekonomi yang tidak tercukupi dan melihat dalam ketentuan 

pasal 19 Peraturan pemerintah9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi 

hukum Islam  pada huruf (f)  antara suami dan isteri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan 

untuk rukun lagi dalam rumah tangga yang dipicu oleh ekonomi, hal 

                                                             
12

 Fauzi Al-mubarok, keadilan dalam perpektif islam, diakses pada ttps://e-journal.stit-

islamic-village.ac.id pada tanggal 5 agustus 2022 hlm.121 
13

 Ibid., hlm.122 
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tersebut dikarenakan suami malas berkerja, suami tidak mau bekerja 

sehingga hanya bergantung kepada si isteri  sehingga membuat pihak isteri 

menjadi kesal dan  suami tidak terbuka kepada isteri dalam masalah 

keuangan. Misalnya suami memberi 1.000.000 dikasih sama isteri nya 

1.000.000 tetapi suami tidak terbuka, suami yang seperti ini si pihak istri 

ingin mengetahui pemasukan dari si suami. 

Permasalahan ekonomi bedasarkan perkiraan isteri suami bisa 

memberi 10.000.000 per bulan, tetapi suami hanya memberi 2.000.000 per 

bulan, padahal apabila di analisa isteri salah persepsi dengan penghasilan 

si suami, kurangnya keterbukaan suami kepada isteri menyebabkan isteri 

menjadi menuntut kepada suami. ketika isteri tidak tahan atau tidak 

sanggup dengan tidak diberikan nafkah atau kurangnya diberikan nafkah 

maka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.  

Terkadang Hakim melihat kebanyakan dari pihak isteri menikah 

dengan suami yang tidak mampu memberikan nafkah, dilihat kembali dari 

pihak suami yang belum bisa memberikan nafkah akan tetapi dia berani 

untuk menikah, pihak suami belum mempunyai penghasilan tetapi berani 

mengambil tanggung jawab menjadi seorang ayah bagi istri. 

Kebanyakan dari penjelasan serta data tersebut diatas, kebanyakan 

dari pasangan yang tergolong masih mudah dan masih putus sekolah, 

tamat sma dan tidak berkuliah lagi mereka berani melanjutkan ke jenjang 

pernikahan tetapi mereka setelah menikah mereka terkadang meraka  lalai 

dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya sebagai suami isteri.  

Jawaban antara suami dan istri di persidangan dalam pemberian 

nafkah pihak istri memberikan alasan alasan bahwa suami tidak memberi 
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nafkah dan jawaban suami dalam memberikan alasan suami terhadap 

pemberian nafkah memberikan jawaban telah menafkahi dalam hal 

tersebut hakim melihat lagi  

Pembuktian dalam memberikan nafkah merupakan hal yang agak 

sulit di pembuktian karna dalam pemberian nafkah hanya suami dan isteri 

yang tahu, dan tidaklah mungkin nafkah tesebut dilihat oleh saksi karna 

nafkah merupakan sesuatu yang hanya harus diketahui oleh isteri dan 

suami. Sedangkan di persidangan harus membutuhkan bukti dalam 

menguatkan pemberian nafkah tersebut.  

Ketika berada dalam posisi yang dijelaskan diatas ada pertentangan 

dalil dari pembuktian tersebut, jarang sekali dalam pemberian nafkah isteri 

membuat buku kwitansi nafkah, suami telah memberi nafkah tetapi isteri 

tidak membuat cacatan  apabila  terjadi pertentangan dalil maka pihak 

isteri berada di posisi yang sebenarnya   bahwa isteri berada di posisi 

menguntungkan dalam pembuktian.  hal hal yang negatif tidak bisa 

dibuktikan, seperti membuktikan yang menyatakan memberi nafkah 

kepada si isteri dalam hal pembuktian, hal ini menyebabkan si suami 

kesulitan dalam memberikan bukti dalam persidangan. 

Pihak istri juga bisa tidak jujur dalam pemberian nafkah tersebut, 

karena hakim hanya manusia hanya menghukum bedasarkan fakta yang 

terlihat, hal tersebut hakim harus tegas serta menghidupkan keadilan dari 

dua pihak baik suami maupun  isteri. 

Perihal dalam Khulu karena Nafkah  pihak isteri bersedia membayar 

membayar 10.000 dalam gugatan, bersedia tergantuk pihak isteri dalam 

membayar, isteri bisa saja mendalilkan kepada Bain, misalnya terjadinya 
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perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan : 

tergugat atau suaminya tidak memberikan Nafkah. 

Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah 

tangga, mestinya harus ada yang mendamaikan, saksi yang melihat 

pertengkaran dalam penyelesaian antara suami dan isteri. 

Ketika kesulitan dalam pembuktian maka  dialihkan ke Khulu, cukup 

isteri mengetahui suami telah pergi meninggalkan dia serta suami tidak 

pulang kerumah selama 6 bulan, tidak memberi nafkah, hal ini menjadi 

promblematika istri mengatakan bahwa suami tidak memberi nafkah. 

Hakim dalam menjatuhkan Khulu, hakim akan menilai dengan pembuktian 

yang diperlihatkan kepada hakim,  bahwa suami telah pergi meninggalkan 

si isteri 

Bedasarkan hasil sample data diatas umumnya perceraian yang 

terjadi kebanyakan kalangan menengah bawah dari kalangan menengah 

keatas, kalangan menengah keatas dilihat dari profesinya isteri lebih 

mapan daripada suami yang berkerja sebagai pengawai, honorer suaminya  

yang bekerja dirumah. ketika isteri lebih mapan dan suami kurang mapan 

atau hanya bergantung kepada pihak isteri maka hal tersebut menyebakan 

suami kurang dihargai oleh isteri karena merasa tidak perlu berkerja lagi 

dan bergantung kepada si isteri, maka dalam peran kewajibannya suami 

menjadi terbalik yang seharusnya suami yang wajib dalam memberikan 

nafkah tetapi isteri yang berperan sebagai suami, 

Ketika terjadi masalah masalah lain dalam rumah tangga maka 

ekonomi lah menjadi pemicu konflik dalam pertengkaran suami dan isteri, 

sehingga isteri menjadi menuntut kepada suami karena suami malas 
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berkerja dan suami bisa dituntut berapa lama suami tidak memberikan 

nafkah, dalam perceraian isteri dapat menuntut suami karena tidak 

memberi nafkah untuk melindungi pihak-pihak perempuan. 

Pengabulan putusan hakim mengabulkan bedasarkan permintaan 

isteri,  apabila isteri merasa keberatan sama termohon tidak diberikan 

nafkah selama ini, maka hal tersebut termasuk sebuah pelantaran. 

Pelantaran serta tidak memberikan nafkah, hal tersebut dapat 

dipidanakan, dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah berkeinginan 

untuk memutuskan perkawinan atau kembali sebagai suami isteri 

dikarenakan tidak diberikan nafkah, tidak diberikannya nafkah termasuk 

sebuah pelantaran.  

Ketika suami dalam persidangan tidak hadir ( verstek)  berarti suami 

tidak ada bukti yang kuat maka di analogikan suami telah mengakui tidak 

diberikan nya nafkah, dan apabila suami hadir dalam persidangan maka 

suami membela diri kepada hakim bahwa dia mengakui memberi nafkah. 

proses persidangan hakim berusaha mendamaikan, ada yang berhasil 

didamaikan, ada yang tidak berhasil. 

Dilihat dari segi keadilan tergantung yang menilai, hakim sudah 

berusaha dan berupaya untuk menegakkan keadilan, pihak isteri sudah 

merasa hakim telah adil tetapi suami tidak merasa tidak mau diceraikan 

oleh hakim karna hak talak masih terhadap suami. Apabila rumah tangga 

dipertahankan, pihak isteri tersiksa terus maka hak isteri tercabut dalam 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. 
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2. Analisa Penulis 

Melihat dari perkara cerai gugat yang penulis analisa mengenai 

gugat menggugat dalam hukum perdata berlaku asas “actori incumbit 

probatio” atau disebut siapa yang mendalilkan dialah yang harus 

membuktikan. di Indonesia dalam  hukum acara perdata tidak dikenal 

dengan discovery proses ialah proses hukum wajib  dalam Litigasi sipil, 

dimana setiap pihak dalam proses hukum harus memberikan dokumen 

yang relevan kepada pihak lain, untuk dilakukan pemeriksaan. tujuan 

dilakukan proses penemuan (discovery process)  adalah untuk memastikan 

bahwa semua dokumen yang relevan dengan permasalahan yang 

diperlukan dalam proses tersedia sebagai bukti hukum para pihak di 

pengadilan. seperti di negara lain yang menerapkan discovery process 

seperti negara Australia yang menerapkan discovery process dimana salah 

satu pihak dalam perkara perdata boleh meminta kepada hakim agar pihak 

lain menunjukkan dokumen-dokumen yang disebutkan oleh lawannya, dan 

dokumen itu wajib diserahkan di pengadilan untuk dipelajari oleh hakim. 

Apabila melakukan penyembunyian dokumen maka ancaman bisa 

dipidana. sementara di negara Indonesia tidak ada discovery prosess.  

Ketidakadilan yang paling utama di Indonesia bukan hanya putusan 

yang tidak adil tetapi hukum acaranya sangat tidak  berkeadilan, serta 

berantakan. Apabila dilihat pihak lawan telah melakukan perbuatan 

melanggar hukum, menyembunyikan dokumen, menyembunyikan 
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“income” tetapi melihat si penggugat yang dirugikan karena tidak bisa 

membuktikan karena di Indonesia tidak ada  “discovery process”  

Contoh mengenai nafkah  sudah diputus oleh pengadilan nafkah 

untuk anak untuk isteri tidak dikasih, tidak ada sanksinya, hal tersebut 

terjadi karena Indonesia tidak mengenal Konsep “Contempt of Court” di 

negara singapura dan Australia ada yang namanya “Contempt of Court” 

yang tidak mematuhi putusan pengadilan, bisa masuk penjara, jadi 

perlunya perbaikan terhadap hukum acara yang ada indonesia sehingga 

keadilan dapat dihidupkan dan dirasakan oleh pihak yang dirugikan. 

Sisi lain dari segi aturan dalam aturan perma Nomor 3 Tahun 2017 

tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum. Perma no 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa hakim berhadapan di 

depan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip 

gender dalam peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis 

yang dapat menjamin kesetaraan gender, tapi kebanyakan hakim tidak 

melaksanakan yang namanya hak Ex officio yang telah diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, kehadiran 

regulasi dalam aturan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak 

perempuan yang mengajukan perceraian sehingga hakim bisa memberikan 

perlindungan kepada pihak perempuan upaya pemenuhan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian. Nota kesepahaman tersebut 

mencakup komitmen bersama kedua belah pihak untuk melakukan 

penyederhanaan eksekusi putusan nafkah isteri dan anak. 
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Namun nyatanya menunjukan bahwa tidak sedikit perempuan yang 

mengalami penelantaran oleh suaminya, sehingga penggugat harus 

berjuang sendiri untuk menafkahi diri dan anaknya yang akhirnya harus 

berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah 

bagi anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 


